
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

b. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan pada
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen
pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan
perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh
urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan
kebutuhan;

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemherhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA.

MEMUTUSKAN:

BUPATIHULUSUNGAIUTARA

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATENHULUSUNGAIUTARA

Dengan Persetujuan Bersama

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2008 Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 ten tang
Tunjangan Jabatan Struktural;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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"(4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat
Struktural yang ada saat ini masih tetap dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya sesuai dengan jabatannya, sampai dengan
dilakukannya pelantikan atas Pejabat Struktural yang barn
menurut Peraturan Daerah ini."

3. Ketentuan Pasal 32 setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni
ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

2. Lampiran V Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
dan Transmigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
diubah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f. Unit Pelaksana Teknis;
g. KelompokJabatan Fungsional."

e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri dari :
1) Seksi Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja; dan
3) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan dan

Jamsostek.

d. Bidang Pe1ayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
1) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia;
2) Seksi Pelayanan Anak dan Bina Panti; dan
3) Seksi Bantuan Sosial.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bina Potensi, terdiri dari :
1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
2) Seksi Pelestarian Nilai Kejuangan dan Penyuluhan Sosial; dan
3) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial serta Pengawasan dan

Pengumpulan Dana Masyarakat.

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

"Pasal32

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) pada huruf c, huruf d, dan huruf e
diubah, selengkapnya Pasal32 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

Pasal I

4



Perda Kab.HSU Tahun 2015 No.7

NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN ( 11/2015 ).

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATENHULU SUNGAl UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 7.

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUP TEN
HULU SUNGAI UTARA,

H.ABD

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Januari 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Pasal II

5
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